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ABSTRAK 

 

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Akses Usaha Masyarakat di Desa 

Putukrejo Kecamatan Gondanglegi dan Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 

Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

peningkatan usaha masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. metode 

penelitian yang digunakan dalam pebelitian ini adalah deskriptif melalui studi pustaka dan studi 

lapangan yang antara lain berupa wawancra, dokumentasi, dan Focus Grup Discussion (FGD) dengan 

menggunakan teknis analisis data melalui deskriptif kuantitaif dan deskriptif kualitatif. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran badan usaha milik desa Putukrejo dalam peningkatan 

akses usaha masyarakat adalah memberikan akses pelayanan publik melalui penyediaan lahan bagi 

masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian, peningkatan akses permodalan usaha bagi usaha 

kecil. Sedangkan peran BUMDes Gondowangi dalam peningkatan akses usaha masyarakat adalah 

akses pelayanan publik meliputi penyediaan gudang sampah dan memberikan akses berupa jalan ke 

lokasi pergudangan sampah, serta memfasilitasi pengembangan akses masyarakat dalam pemasaran 

produk hasil usaha pada skala lokal melalui Balai Ekonomi Rakyat (BALERA). 

 

Kata kunci: Peran, BUMDes, akses, Usaha Masyarakat Desa. 

 

A. PENDAHULUAN 

Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat 

Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagian besar kantong kemiskinan 

terletak di wilayah perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada maret 2014 proporsi 

kemiskinan penduduk desa mencapai 14,17% (17,77 juta jiwa). Sedangkan proporsi penduduk miskin di 

perkotaan sebesar 8,34% (10,51 juta jiwa). Dalam pengentasan kemiskinan, Indonesia mempunyai 

berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui pembangunan nasional. 

Menurut Bachtiar Effendi (Setiawan, 2016) di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya 

melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang fisik tetapi juga harus bergerak di bidang 

pembangunan non fisik atau sosial. Desa merupakan tujuan pembangunan nasional yang nyata bagi 

pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta 

penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun 

menyatakan bahwa program pembangunan desa yang berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi 5.000 

desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.  

 

Tabel 1.2: Data Jumlah Desa, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Mandiri Tahun 2015 

Jumlah Desa  740.093 

Jumlah Desa Tertinggal 20.182 

Jumlah Desa Berkembang 51.010 

Jumlah Desa Mandiri  2.901 

Sumber: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016. 



Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah desa yang tergolong tertinggal 

di Indonesia sebesar 20.182 desa. Sedangkan jumlah desa berkembang sebesar 20.182 desa serta jumlah 

desa mandiri sebesar 2.901 desa. Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah 

mengembangkan program unggulan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan yang disebut sebagai pilar 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, 3 (tiga) pilar tersebut meliputi: (1)lumbung ekonomi 

rakyat, (2)jaring komunitas wiradesa, (3)lingkar budaya desa. Melalui 3 (tiga) pilar tersebut diharapkan 

arah pembangunan dan pemberdayaan desa dapat meningkatkan kemandirian desa dan kesejahteraan 

masyarakat desa. Pada pemerintahan Jokowi-JK pembangunan desa tertuang dalam sembilan agenda 

pembangunan nasional yang biasa disebut dengan NAWACITA, khususnya pada NAWACITA ketiga 

yang berbunyi “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  

Dalam rangka pembangunan nasional yang mana desa sebagai sasaran utama pembangunan maka 

dalam pencapaiannya diperlukan satu pendekatan yang diharapkan mampu menstimulus dan 

menggerakan roda perekonomian di perdesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola 

sepenuhnya oleh masyarakat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan Undang-Undang Desa dan NAWACITA. Dalam hal 

ini, maka salah satu kebijakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah mendirikan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam rangka meningkatan pendapatan asli desa dan 

kesejahteraan masyarakat desa perlu dibentuk BUMDes, disebutkan pada pasal 2 Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 menyatakan desa dapat membentuk BUMDes yang mandiri 

dan tangguh untuk: (a)meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap 

kebutuhan masyarakat, (b)meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran, 

(c)membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat 

miskin di desanya. Beberapa desa yang sudah mendirikan dan membentuk Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes), meliputi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir dan Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi 

Kabupaten Malang. Keberadaan BUMDes Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi dan BUMDes 

Gondowangi apakah dapat meningkatkan akses usaha masyarakat desa. 

 

B. LANDASAN TEORI 

Pengembangan Ekonomi Lokal 

Pengembangan ekonomi lokal menurut World Bank pengembangan ekonomi lokal sebagai proses 

yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk 

menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di 

tingkat lokal. Menurut Blakely and Bradshaw pengembangan ekonomi lokal adalah proses dimana 

pemerintah lokal dan organiasai masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, 

aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. 

 

Tri Matra Desa 

Pemerintah telah memberi identitas baru atas pilihan pembangunan ekonomi yang harus diambil. 

Pada isi Nawacita, sekurangnya tafsir itu terpapar di tiga cita, yakni membangun dari pinggiran, 

peningkatan produktivitas ekonomi rakyat, dan kemandirian ekonomi (Yustika, 2015). Menurut 

Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nawa Kerja Prioritas Kemandirian Desa dalam 

kerja mengabdi desa terdapat tiga point, meliputi pembangunan dan pengembangan BUMDesa, 

Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan produk unggulan desa, penyaluran modal bagi 

UMKM desa. Program unggulan sebagai bentuk inovasi menuju kemandirian desa, yaitu: 

1. Jaring Komunitas Wiradesa 

2. Lumbung Ekonomi Desa 

3. Lingkar Budaya Desa 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

   Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 

pengertian Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh 



atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Prinsip Tata Kelola BUMDes 

1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Pembangunan BUMDes memerlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik 

kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) 

yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut 

asa mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun 

demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari 

pemerintah kabupaten atau pihak lain , juga pinjaman dari pihak ketiga sesuai peraturan perundang-

undangan. 

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisir diantaranya dengan 

cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di 

pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan 

berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes harus mampu mendidik masyarakat 

membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi 

masyarakat desa secara mandiri. Diprediksikan bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu 

mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: 

a. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, dan papan, 

sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha 

ekonomi yang bersifat usaha informal; 

b. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk modal pengembangan usha selanjutnya; 

c. Masyarakat desa yang dalam hal tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak 

jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan 

d. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung deperburuk oleh sistem pemasaran yang 

memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka 

cenderung memeras dan menikmati sebagian besar daru hasil kerja masyarakat desa. 

 

Maka, secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: 

a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang 

masyarakat di desa; 

b) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenan dengan usaha-usaha produktif bagi 

upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADes; dan 

c) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan 

ekonomi desa. 

2. Prinsip Pengelolaan BUMDes 

 Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan 

dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan 

masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: 

a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama 

yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya; 

b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau 

diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes; 

c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa 

memandang golongan, suku, dan agama; 

d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat 

diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; 

e. Akuntabel, seluruh kegitan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun 

administratis; dan 

f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam 

wadah BUMDes. 

 



C.  METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 

suatu metode penelitian sosial dengan tujuan menjelaskan situasi maupun sebuah peristiwa dan untuk 

menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Penelitian deskriptif akan mampu menghilangkan spekulasi 

dan penilaian yang muncul hanya karena kesan semata-mata (Morissan, 2012). pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai peran BUMDes dalam peningkatan akses usaha 

masyarakat desa secara mendalam dan komprehensif. 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

1. Data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara yang ditujukan antara lain 

Kepala Desa Putukrejo dan Desa Gondowangi, Ketua BUMDes Desa Putukrejo dan Desa 

Gondowangi, serta Kepala Unit Usaha mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

dalam peningkatan akses usaha masyarakat di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi dan 

Desa Gondowangi Kecamatan Wagir. 

2. Data sekunder diperoleh dari catatan-catatan dan dokumen BUMDes Desa Putukrejo 

Kecamatan Gondanglegi dan BUMDes Gondowangi Kecamatan Wagir, yang berupa data 

tentang struktur organisasi, peraturan desa, Profil Desa, RPJMDes, APBDes. 

Metode Pengumpulan Data 

Data ini berupa dokumen tertulis baik resmi atau pun milik pribadi yang dikumpulkan melalui teknik 

study lapangan dan study literature (wawancara, dokumentasi, Focus Grup Discussion). 

 

Teknik Analisis Data 

a. Tahap persiapan  

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan, menggolongkan, dan meringkas data serta informasi tentang 

peran BUMDes dalam peningkatan akses usaha masyarakat di desa Putukrejo dan desa Gondowangi. 

b. Tahapan Analisa Deskriptif Kuantitatif  

Dalam tahap ini penulis mendeskripsikan data yang berupa angka. Data kuantitatif yang 

dideskriptifkan meliputi: 

1. Pemetaan BUMDes Kabupaten Malang tahun 2015. 

2. APBDes untuk mengetahui modal awal dalam penguatan BUMDes.  

c. Tahapan Analisa Deskriptif Kualitatif  

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisa terhadap peran BUMDes dalam peningkatan akses usaha 

masyarakat di desa Putukrejo dan desa Gondowangi. Data kualtitatif yang dideskriptifkan meliputi: 

1. Tujuan Pembentukan BUMDes di Desa Putukrejo dan Desa Gondowangi. 

2. Pertimbangan pendirian BUMDes di Desa Putukrejo dan Desa Gondowangi. 

3. Jenis Usaha Yang Dijalankan BUMDes Barokah Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowangi. 

4. Permodalan. 

5. Peran BUMDes dalam peningkatan akses usaha masyarakat Desa. 

6. Faktor pendukung dan faktor penghambat BUMDes dalam peningkatan perekonomian masyarakat 

desa. 

7. Bisnis plan yang dirancang oleh BUMDes Barokah Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowangi 

dalam peningkatan usaha masyarakat desa. 

8. Strategi BUMDes Barokah Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowangi dalam rangka untuk 

mengembangkan unit usaha desa.  

9. Kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Desa terhadap perekonomian desa. 

d. Tahapan Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ini dimaksudkan agar mengetahui lebih dalam mengenai Badan Usaha Milik 

Desa yang sedang diteliti. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah dalam mengetahui isu utama dari 

permasalahan yang sedang diteliti. 

 

 

 

 



D. PEMBAHASAN 

Pemetaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Malang 

 Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik 

Desa menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan 

usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi desa. Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan 

dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

 Dalam rangka meningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa perlu dibentuk 

BUMDes, disebutkan pada pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 

menyatakan desa dapat membentuk BUMDes yang mandiri dan tangguh untuk : (a)meningkatkan 

sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, 

(b)meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran, (c) membantu pemerintah 

desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desanya. 

 Berdasarkan data pemetaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Malang Tahun 2015 

jumlah total BUMDes yang ada di Kabupaten Malang sebanyak 46 unit. Jenis usaha yang banyak di 

jalankan oleh BUMDes Kabupaten Malang pada urutan pertama yaitu usaha air bersih dengan jumlah 

13 unit BUMDes. Kemudian untuk urutan kedua yaitu usaha simpan pinjam sebesar 12 unit BUMDes. 

Unit usaha lainnya yang dijalankan BUMDs Kabupaten Malang meliputi pelayanan bayar listrik, 

penyediaan fasilitas, gapoktan/agrobisnis, pasar desa, UPK, serta wisata panjat tebing.  

 

Tabel 4.5: Pemetaan Bumdes Berdasarkan Jenis Usaha Kabupaten Malang Tahun 2015  

No. Jenis Usaha Nama Bumdes Jumlah  

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Air Bersih  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BUMDes Ds. Ketindan 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BUMDes Ds. Kasembon 

BUMDes jl. Panglima Sudirman Ds. 

Poncokusumo 

BUMDes Ds. Banjarejo 

BUMDes Ds. Pajaran 

BUMDes Ds. Randugading 

BUMDes Ds. Kalisongo 

BUMDes Ds. Jatiguwi 

BUMDes Ds. Baturetno 

BUMDes Ds. Gampingan 

BUMDes Ds. Dalisodo 

BUMDes Ds. Jatisari 

BUMDes Ds. Sananrejo 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Simpan Pinjam  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BUMDes Ds. Kasembon 9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BUMDes jl. Raya Mulyo 01 Pandanmulyo 

Ds. Pandanmulyo 

BUMDes Ds. Pujon Lor  

BUMDes Ds. Banjarejo 

BUMDes Ds. Tulungrejo 

BUMDes Ds. Arjowilangun 

BUMDes Ds. Sidorejo  



No. Jenis Usaha Nama Bumdes Jumlah  

  

  

  

  
BUMDes Ds. Pajaran   

  
BUMDes Ds. Randugading 

BUMDes Ds. Kalisongo 

BUMDes Ds. Jatiguwi 

BUMDes Ds. Jatirejoyoso 

3 

  

  

  

  

UPK 

  

  

  

  

BUMDes Ds. Banjarejo 
5 

  

  

  

  

BUMDes Ds. Randugading 

BUMDes Ds. Baturetno 

BUMDes Ds. Jatisari 

BUMDes Ds. Sananrejo 

4 

  

Agribisnis/GAPOKTAN 

  

BUMDes jl. Raya mulyo 01 Pandanmulyo 

Ds. Pandanmulyo 2 

  BUMDes jl. Panglima sudirman Ds. 

Poncokusumo 

5 

  

Pelayanan Bayar Listrik 

  

BUMDes Ds. Kasembon  2 

  BUMDes Ds. Banjarejo 

6 

  

Penyediaan Fasilitas  

  

BUMDes Ds. Kasembon  2 

  BUMDes Ds. Banjarejo 

7 
Wisata Panjat Tebing  dan 

Maunian/Lembah Kera  
BUMDes Ds. Gampingan  1 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang, 2016. 

 

Dari jumlah keseluruhan 46 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di berbagai Desa 

di Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 (dua) sampel dari 46 unit Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). Peneliti melakukan penelitian pada BUMDes Desa Putukrejo Kecamatan 

Gondanglegi dan BUMDes Desa Gondowangi Kecamatan Wagir. 

 

Tujuan Pembentukan BUMDes di Desa Putukrejo dan Desa Gondowangi 

Tujuan awal pembentukan BUMDes, yaitu untuk mengembangkan potensi perekonomian di 

wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa 

secara keseluruhan, serta untuk mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk 

penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa. BUMDes didirikan dengan mengharapkan adanya 

peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. 

Tujuan pendirian BUMDes Barokah desa Putukrejo yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemerataan ekonomi desa. Sedangkan pada BUMDes Desa Gondowangi adalah 

untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk 

kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 

 

Pertimbangan Pendirian BUMDes 

  Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes dengan mempertimbangkan: 

a. inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; 

b. potensi usaha ekonomi desa; 

c. sumber daya alam di desa; 



d. sumber daya manusia yang mampu megelola Badan Usah Milik Desa; 

e. penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang 

diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

 Pemerintah Desa Gondowangi dan Pemerintah Desa Putukrejo dalam pendirian BUMDes sesuai 

dengan Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pendirian 

BUMDes dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, didalamnya termasuk peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya UU nomor 6 tahun 2014, disimpulkan 

bahwa BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa dan 

disesuaikan dengan potensi desa. Dengan demikian, bentuk Usaha yang dijalankan BUMDes dapat 

beragam di setiap desa termasuk Desa Putukrejo dan Desa Gondowangi. Ragam bentuk ini sesuai 

dengan karakteristik lokal, potensi desa, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Selain itu, 

pertimbangan pendirian BUMDes yaitu untuk memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat desa. 

 

Jenis Usaha Yang Dijalankan BUMDes Barokah Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowangi 

Jenis Usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Barokah di Desa Putukrejo sebanyak 

empat unit usaha yang diantaranya ialah 1) Hippam, 2) wisata sumber sira, 3) simpan pinjam usaha 

produksi jasa dan keterampilan, 4) pertanian dan peternakan. Sedangkan usaha yang dijalankan oleh 

Badan Usaha Milik Desa di Desa Gondowangi ialah 1) Koperasi 2) Layanan pengelolaan air bersih, 3) 

Layanan pengelolaan sampah, 4) Perdagangan hasil pertanian dan penyediaan pupuk. Jenis Usaha yang 

dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Barokah di Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowangi 

ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa serta digunakan untuk menumbuh kembangkan sektor-

sektor informal dan pembangunan melalaui jasa pelayanan keuangan yaitu simpan pinjam untuk 

membantu permodalan dalam mengembangkan usaha masyarakat desa. 

 

Permodalan 

Modal BUMDes Barokah berasal dari Anggaran Dana Desa berupa mesin pencacah senilai Rp. 

25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan bantuan hibah Program Pengembangan Usaha Ekonomi 

Desa (PPUED) Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) 

yang diperuntukan biaya operasinal kegiatan 15 % dan simpan panjam dan modal usaha 85 % . usaha 

yang sudah berjalan adalah central usaha barokah (toko ATK & pelayanan jasa foto copy). Sedangkan 

modal BUMDes Desa Gondowangi sebesar Rp. 20.000.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Pemerintah Desa Gondowangi tahun anggaran 2016 untuk penguatan modal BUMDes. 

 

Peran BUMDes dalam peningkatan akses usaha masyarakat desa. 

Adapun peran BUMDes menurut Seyadi (2003) peranan BUMDes adalah sebagai berikut:  

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional 

dengan BUMDes sebagai pondasinya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. 

5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan dan kemakmuran masyarakat. 

Peran BUMDes Barokah adalah memfasilitasi dana untuk pengembangan unit usaha, memberikan 

pelatihan tentang administrasi, serta memberikan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. 

Sedangkan peran BUMDes Gondowangi di dalam unit PAMDes seperti memberikan solusi dalam 

mengatasi masalah yang ada dan melakukan monitoring managemen keuangan. 

Bentuk akses yang diberikan BUMDes Barokah Desa Putukrejo dalam peningkatan usaha 

masyarakat desa yaitu memberikan akses pelayanan publik melalui penyediaan lahan bagi masyarakat 

untuk melakukan kegiatan perekonomian, peningkatan akses permodalan usaha bagi pengembangan 

usaha kecil masyarakat melalui simpan pinjam. Sedangkan akses yang diberikan BUMDes Desa 



Gondowangi dalam peningkatan usaha masyarakat desa adalah akses pelayanan publik meliputi 

menyediakan gudang sampah untuk unit usaha bank sampah, dan memberikan akses berupa jalan ke 

lokasi pergudangan sampah, serta memfasilitasi pengembangan akses masyarakat dalam pemasaran 

produk hasil usaha pada skala lokal melalui BALERA (balai ekonomi rakyat) untuk menampung usaha 

kuliner masyarakat Desa Gondowangi, serta memberikan akses permodalan bagi masyarakat untuk 

melakukan kegiatan perekonomian. 

A. Pengelolaan Bank sampah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putukrejo pada Unit Simpan 

Pinjam, Usaha, Produksi, Kreatifitas dan Jasa. 

Pengelolaan bank sampah sebagai salah satu unit usaha yang ada pada Bada Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Putukrejo didirikan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, 

meningkatkan pendpaatan asli desa, serta agar lingkungan desa menjadi bersih. Jumlah nasabah yang 

bergabung mengikuti kegiatan Bank Sampah ini lebih sari 60 orang yang di dominasi pada masyarakat 

yang letak wilayahnya di RT.2 , RT.1, RT.3, RT.4, RT.8, dan RT.7. dalam operasional bank sampah 

pada Bada Usaha Milik Desa (BUMDes) Putukrejo tidak seperti halnya pengepul yang penting 

mendapatkan semacam hasil tetapi pada Bank Sampah pada Bada Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Putukrejo ada pemilahan jenis sampah. Kemudian masyarakat yang sudah menabung sampah, 

masyarakat tidak mendapatkan hasil nomilnya tsecara langsung melainkan hasil dari tabungan sampah 

tersebut ditabungkan dan berikan kepada masyarakat ketika masyarakat itu masyarakat tersebut 

membutuhkan dalam artian menjelang hari raya, menjelang bulan puasa. Perhitungan sampahnya 

perkilo dan tergantung pengelompokan/jenis sampah dari berbagai macam Harga perkilonya tergantung 

jenis sampahnya. 

B. Pengelolaan Air oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi pada Unit Usaha Pengelola 

Air Bersih/Minum Desa (PAMDes Tirto Ageng). 

Pengelola Air Bersih/Minum Desa (PAMDes Tirto Ageng) sebagai salah satu unit usaha yang ada 

pada Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) Gondowangi didirikan dalam rangka untuk meningkatakan 

Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat desa. pembentukan unit usaha tersebut 

untuk melaksanakan ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Pasal 81 Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa. unit usaha tersebut dipilih karena pengelolaan air bersih merupakan usaha yang 

berkelanjutan, dan untuk menunjang kelangsungan hidup/kebutuhan makhluk hidup yang selalu 

membutuhkan air. Kebutuhan air bersih menyangkut kepentingan umum, maka pengelolaan dan 

pelestarian air bersih menjadi tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah 

desa. Pelanggankonsumen air akan dikenakan biaya sebesar Rp500/m
3
 bagi pelanggan/konsumen air di 

dalam desa Gondowangi, dan biaya sebesar Rp1000/ m
3 

 bagi pelanggan/konsumen air diluar desa 

Gondowangi. Baiaya tersebut dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan rekening pemakaian air yang 

telah diterima dari petugas pengelola Air Bersih/Minum Desa (PAMDes Tirto Ageng). 

Jangkauan pelayanan Air oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Usaha Pengelola 

Air Bersih/Minum Desa (PAMDes Tirto Ageng). Pelayanan air bersih yang diberikan oleh pihak 

pegelola Air Bersih/Minum Desa (PAMDes Tirto Ageng) tidak hanya terbatas untuk masyarakat desa 

Gondownagi. Pengelola Air Bersih/Minum Desa (PAMDes Tirto Ageng) juga melayani penyaluran air 

bersih untuk masyarakat di luar desa yakni pada masyarakat desa parangrejo. 

 

Faktor pendukung dan faktor penghambat BUMDes dalam peningkatan perekonomian 

masyarakat desa 

Faktor pendukung dan faktor penghambat BUMDes dalam peningkatan perekonomian masyarakat 

desa peran serta BUMDes dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa tentunya terdapat faktor-

faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program. Berikut 

ini adalah faktor-faktor yang menjadi pendukung serta faktor-faktor penghambat BUMDes Barokah 

Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowangi dalam menjalakan program untuk meningkatkan 

perekoomia masyarakat desa. 

Faktor Pendukung 



Faktor pendukung BUMDes Barokah Desa Putukrejo serta BUMDes Desa Godowangi ialah 

adanya dukungan dari semua kalangan masyarakat desa yang meliputi pemerintah desa, BPD, serta 

masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa menjadi sangat penting dari BUMDes 

Barokah Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowagi dalam mejalankan program untuk meningkatka 

perekonomian masyarkat desa, hal ini dikarenakan selain karena pentingnya suatu kepercayaan dari 

masyarakat kepada BUMDes, masyarakat dan pemeritah desa juga berperan penting dalam setiap proses 

pengambilan keputusan maupun pelaksanaan keputusan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan 

oleh Sewell Coppock dalam Suhendra (2006), yang menjelaskan ada dua alasan penting keterlibatan 

masyarakat yaitu alasan intrinsik dan alasan pragmatis. Dalam pengertian alasan intrinsik setiap anggota 

masyarakat berhak untuk mengetahui dan menyampaikan pendapatnya terhadap pembagunan BUMDes. 

Sedangkan secara pragmatis BUMDes selaku perencana dapat menggali aspirasi dari masyarakat. 

Faktor penghambat 

Faktor penghambat pada BUMDes Barokah Desa Putukrejo meliputi kuragnya modal dalam 

menjalankan program-program pengembaga usaha dan kurangnya keikutsertaan masyarakat di dalam 

salah satu kegiatan yag dijalanka oleh BUMDes Barokah yaitu menabung di bank sampah. Sedangkan 

faktor-faktor penghambat pada BUMDes Desa Gondowangi meliputi masyarakat desa yang tidak kreatif 

dan kualitas sumber daya manusia yag rendah, serta minimnya permodalan yang dimilki. Dalam hal ini, 

faktor-faktor penghambat seperti minimnya modala, kualitas sumber daya manusia dan partisipasi 

masyarakat dinilai sangat berpengaruh terhadap tingkat keberlanjutan program yang dijalankan di 

BUMDes. 

Faktor penghambat ini sesuai dengan pusat kajian dinamika sistem pembangunan  FE UB (2007) 

yang menyebutkan tentang kebutuhan dan potensi desa yaitu tersedianya sumberdaya manusia yang 

mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian desa. Faktor penghambat dari 

strategi manajemen aset yang dilakukan BUMDes yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan 

pengembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangakan produk lokal, kurangnya sarana 

pemasaran, terbatasnya dana dan dukungan dari pemerintah (Hayyuna dalam Rohmah, 2016). 

 

Business Plan yang disusun BUMDes 

Dalam berjalannya kegiatan BUMDes, BUMDes mempunyai susunan rencana bisnis untuk 

mengembangkan suatu kegiatan unit usaha. Oleh karena itu, proses penentuan jenis usaha untuk 

pengembangan Unit Bisnis/Usaha BUM Desa perlu dilakukan melalui proses: 

1. penggalian ide bisnis berbasis kebutuhan dan potensi desa yang memiliki peluang pasar; 

2. penyusunan studi kelayakan usaha; 

3. penyusunan model bisnis dan rencana usaha (business plan); dan 

4. memulai usaha (starting business). 

Rencana bisnis yang disusun BUMDes Barokah Desa Putukrejo yaitu membuka mini market yang 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan menampung produk keterampilan masyarakat, serta membuat 

toko pusat oleh-oleh sumber sirah. Selanjutnya, rencana yang disusun  BUMDes Desa Gondowangi 

meliputi menambah unit usaha yaitu ipal (irigasi pembuangan air limbah), lumbung desa, serta membuat 

BALERA  (balai ekonomi rakyat). Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ade (2016) tentang 

peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa menyatakan bahwa BUMDes merencanakan 

usaha di desa lanjut dengan melakukan musyawarah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

asli desa dan kesejahteraan masyarakat, perencanaan bisnis tersebut merupakan bentuk tanggungjawab 

pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan 

dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya badan usaha desa di segala bidang baik bersifat fisik 

maupun bidang ekonomi. 

 

Strategi BUMDes Barokah Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowangi dalam rangka untuk 

mengembangkan unit usaha desa. 

Willy Wirasasmita (2014) berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus 

dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu: (1) mempunyai kemampuan dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan; (2) memaksimalkan penyelesaian 

perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan 

permasalahan perekonomian; (3) memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan 



memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya; (4) 

menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan 

datang. Strategi di atas menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi perdesaan, terutama dalam hal 

penanganan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat desa.  

Strategi BUMDes Desa Gondowangi dan BUMDes Barokah Desa Putukrejo dalam rangka untuk 

mengembangkan unit usaha desa bisa dilakukan dengan adanya kerjasama antar seluruh elemen 

masyarakat, pemerintahan perdesaan maupun stakeholder. Dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-

royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk 

memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.  

Strategi yang dilakukan oleh BUMDes Barokah Desa Putukrejo dalam pengembangan usaha 

meliputi perbaikan administrasi pada unit usaha yang dijalankan, memfasilitisasi permodalan usaha 

masyarakat yang masih belum berkembang melalui jasa pelayanan jasa keuangan yaitu simpan pinjam, 

serta menampung kreatifitas masyarakat desa untuk dikembangkan. Sedangkan strategi yang dilakukan 

oleh BUMDes Desa Gondowangi yaitu mengikut sertakan masyarakat desa dalam merawat lingkungan 

desa agar mempunyai rasa memiliki serta meningkatkan rasa gotong royong, dan mewujudkan 

kemandirian masyarakat desa dengan membuka usaha baru. 

 

Kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Desa terhadap Perekonomian Desa. 

Dalam konteks kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seharusnya diletakkan dan 

diposisikan bahwa badan usaha milik desa ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh 

Pemerintah Desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesarbesarnya kepentingan masyarakat desa. 

Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli desa.  

Dalam tingkat kemanfaatan, BUMDes juga dapat dikatakan berhasil ketika telah banyak 

memberikan manfaat kepada banyak pihak, seperti pada BUMDes Barokah Desa Putukrejo ini yang 

mampu memenuhi kebutuhan air minum, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang 

pada awalnya masyarakat Desa Putukrejo banyak yang tidak mempunyai pekerjaan, dan meningkatakan 

perekonomian masyarakat melalui peminjaman modal usaha. Sedangkan pada BUMDes Desa 

Gondowangi ini memenuhi kebutuhan air bersih dengan harga yang sangat murah. Dengan harga air 

yang sangat murah ini maka banyak masyarakat desa Gondowangi membuka usaha rumah tangga. Dan 

BUMDes Gondowangi ini menyediakan fasilitas sentra produksi bagi produk kuliner masyarakat Desa 

Gondowangi. Selanjutnya BUMDes Barokah Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowangi juga 

memberikan Pelayanan jasa keuangan yaitu simpan pinjam dan kredit yang merupakan salah satu 

langkah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha masyarakat khususnya yang bergerak di bidang 

industri rumah tangga. 

Manfaat lain yang diberikan BUMDes selain pernyataan diatas adalah meningkatkan 

pendapatan asli desa.  Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa 

maka BUMDes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah 

satunya dalam kebutuhan pokok di desa. BUMDes Desa Gondowangi sudah berkontribusi terhadapa 

peningkatan PAD pada tahun 2015. Namun, oleh pak kepala desa kontribusi terhadap PAD 

diberhentikan dikarenakan setiap unit usaha masih membutuhkan biaya operasional yang besar untuk 

berjalannya kegiatan usaha. Sedangkan pada BUMDes Barokah Desa Putukrejo sudah berkontribusi ke 

desa dengan bentuk sarana dan prasarana di wisata sumber sirah untuk pengembangan unit usaha.  

Keberadaan BUMDes Barokah Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondowangi sudah 

memberikan akses-akses atau kemudahan-kemudahan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat 

desa Putukrejo serta desa Gondowangi melalui penyediaan fasilitas publik serta akses permodalan untuk 

pengembangan usaha masyarakat desa. Dengan demikian berdirinya BUMDes, dapat berdampak pada 

seluruh aspek yang terlibat didalamnya, seluruh sumber daya manusia yang ada akan mendapat manfaat. 

Dan berdampak pada kemunculan dan kemandirian para pengusaha mikro yang ada didesa. Para 

pengusaha mikro ini menjadi lebih mudah dalam melakukan pinjaman karena sistem pinjaman di 

BUMDes lebih singkat, mudah, dan fleksibel. Pada akhirnya akan terjadi perkembangan usaha dan 

perkembangan perekonomian, serta penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dari masyarakat sekitar, 

yang nantinya ikut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pekerja yang disebabkan 

peningkatan perkembangan usaha-usaha mikro yang ada di desa. Pada akhirnya diharapkan akan 



bermunculan pengusaha-pengusaha baru yang mandiri yang dapat meningkatkan perekonomian desa 

dan membuka lapangan kerja baru dari usaha barunya. 

C.KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas, maka penulis dapat enarik kesimpulan bahwa 

tujuan pendirian BUMDes Desa Putukrejo dan BUMDes Desa Gondownagi adalah Mendorong 

pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan dengan 

mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. kemudian peran BUMDes Desa 

Putukrejo di dalam unit usaha bank sampah yaitu memfasilitasi dana untuk pengembangan unit usaha, 

memberikan pelatihan tentang administrasi, serta memberikan kemampuan dalam menyelesaikan 

berbagai persoalan. Sedangkan peran BUMDes Desa Gondowangi pada unit usaha pelayanan air bersih 

yaitu memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang ada dan melakukan monitoring managemen 

keuangan. bentuk akses yang diberikan BUMDes Desa Putukrejo pada perekomian masyarakat desa 

yaitu memberikan akses pelayanan publik melalui penyediaan lahan bagi masyarakat untuk melakukan 

kegiatan perekonomian, peningkatan akses permodalan usaha bagi usaha kecil. Sedangkan bentuk akses 

yang diberikan BUMDes Desa Gondowangi pada perekomian masyarakat desa yaitu akses pelayanan 

publik meliputi penyediaan gudang sampah dan memberikan akses berupa jalan ke lokasi pergudangan 

sampah, serta memfasilitasi pengembangan akses masyarakat dalam pemasaran produk hasil usaha pada 

skala lokal melalui Balai Ekonomi Rakyat (BALERA). 

 

SARAN 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran meliputi Memberikan 

sosialisasi pentingnya kemandirian berwirausaha kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan 

keterampilan dan kewirausahaan untuk lebih berani membuka usaha baru, Mencari Inovasi dan 

kreatifitas dalam mengembangkan usaha kecil masyarakat agar usaha kecil yang dimiliki masyarakat 

Desa Putukrejo dan Desa Gondowangi terus berkembang, Pemerintah Daerah diharapkan membantu 

dan mempunyai komitmen untuk pemberdayaan BUMDes Barokah Desa Putukrejo dan BUMDes Desa 

Gondowangi dalam bentuk program maupun bantuan teknis dan permodalan. 
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